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ABSTRACT

Meanwhile, in our society, many foster chiicxen doster parents do not
know about the distribution of legacy based on i Will with the result for the
foster children whose biological parents have bpassed away do not get the
rights so that their future becomes uncertzin.. @asa this understanding, the
writer formulated two forms of problems :"Eirst, athis the position of foster
children in wajibah Will according to Cc npilationd Islamic Law? Second, Has
the Pengadilan Tinggi agama fulfilled t:.= senspustice, beneficial and certainty
of law?

The type of this research ccula be grouped intaridive juridical, based
on the library research to get data scurce whictswacondary data by using the
materials of Law which were primuy law materiadecondary law materials and
tertiary law materials. Come {p viitn analyzing dgsttvely and qualitatively.

It could be shown fror-ine research that there wawmistake that had
been done by the judges ¢f Fiist Court resultethenfoster child who involved in
the case thought that sh= uid not get her righthsd the foster child sued to
Tingkat Banding Cour.. T1ie judges in Tingkat BagdiCourt decided to give
part of the legacy 1o wie foster child according ttee regulation stated in
Compilations of Isiamic Law. Therefore, the resflthis research could be the
guidance for the cucjes at Court in deciding thedait about the distribution of
the legacy for the \oster children according to Qxlations of Islamic Law, so
that there will be a law certainty for foster clriésh and the inheritors themselves.

PENDAHUL UAN

Dalam mengangkat anak yang prosesnya telah sahltadiméium, maka
akan berdampak pada pembagian warisan dari orangnigkatnya kelak. Orang
tua angkat yang meninggal tanpa meninggalkan whagitanak angkatnya akan
menimbulkan konflik bagi anak angkat dengan keladtgndung dari orang tua
angkat untuk memperoleh haknya didalam harta waridari orang tua
angkatnya. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahte hidup anak angkat



maka diputuskanlah bahwa anak angkat tersebut rpahdearisan dari orang tua
angkatnya dengan cara wasiatjibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim
sebagai aparat negara untuk memaksa atau memhesapuwajib wasiat bagi
orang telah meninggal dunia, yang diberikan kemadag tertentu dalam keadaan
tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli
waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagiata vearisan dari orang yang
wafat, karena adanya satu halangg@ara Salah satu halangayara tersebut
adalah anak angkat. Menurut Pasal 171 (h) Komphagium Islam Buku II
tentang Hukum Kewarisan, Anak angkat adalah anakgyaalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya wémh dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepawng tua angkatnya
berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan angi dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukamldsarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-v:dayayan berlaku. Wasiat
wajibah adalah alternatif yang ditawarkan untun.memenwsiarkeadilan di
masyarakat.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembeng \'i Indoaesibagai terjemahan
dari bahasa Inggris yaitadoption yang beraiti “inengangkat anak orang lain
untuk dijadikan anak sendiri dan mempuny?i Fiak ysaiga seperti halnya anak
kandung”. Pada saat islam disani7aiken oleh Nabi aduwhad SAW.
Pengangkatan anak telah menjadi tra2isi dikalamgayoritas masyarakat Arab
yang dikenal dengan istilatabanni yanc berarti “mengambil anak angkat”
sehingga berlakulah terhadap ahak: tersebut selyatbntuan hukum yang
berlaku atas anak kandung orang-wa angkat, pémgedemikian memiliki
pengertian yang identik dengar + uopsi”.

Pengangkatan anak jauapsabann), yaitu suatu pengangkatan anak
orang lain sebagai anak sendiris Tradisi pengamagkahak konsepsabanniini
dikenal pada zaman sebulurii Islajahiliah) dan awal Islam. Anak yang di
adopsi tersebut disebui “anak angkat”’, peristiwakumnnya disebut
“Pengangkatan Anak’. aan istilah terakhir inilah garkemudian dalam
pembahasan selaniuwmyc akan digunakan untuk mewstkdh adopsi. Mahmud
Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada duapgemgpengangkatan anak,
yaitu :

1. Mengambii anak orang lain untuk diasuh dan dididéngan penuh
perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi statusak‘akandung’
kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tuaang& sebagai anak
sendiri.

2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri idadiberi status
sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memadwaia keturunan
(nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi hartanggalan, serta
hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak ang&a orang tua
angkatnya itu.

Dengan memperhatikan semua ini maka dapat dipertbghwa status
anak angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam Indotedsia tidak sebagai ahli



waris (statusnya berada diluar ahli waris), tetapmperoleh harta peninggalan
orang tua angkatnya yang jumlahnya relatif seimba@gggan keberadaan anak
kandung, dengan cara wasiajibah Dengan demikian terlihat adanya keinginan
Pembaharuan Hukum Islam Indonesia dalam hal ini gilasi Hukum Islam
untuk tetap mempertahankan teks nash Al-Quran ulisedi, tetapi berusaha
memelihara kepentingan anak angkat disisi lain.

Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjpeiikara di
Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkaerkakehadiran anak angkat
dikeluarga pewaris. Perbedaan akibat hukum darggegkatan anak terhadap
anak angkat sebagai ahli waris seperti tradisi pegkatan anak pada jaman
jahiliah, ketentuarstaatsbladl917 Nomor 129, dan sebagian hukum adat, dengan
akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukam lgang tidak berakibat
hukum pada anak angkat sebagai ahli waris, telamimbellkan konflik antara
ahli waris dengan anak angkat. Apalagi kalau yaegsdngkutan menuntut
pembagian harta warisan menurut hukum adat yz=arb&ntu mencerminkan
keadilan menurut pandangan Islam. Bahkan, koriu'dapat terjadi sesama anak
angkat, karena orang tua angkatnya tidak mempumal dan telah mengangkat
lebih dari seorang anak.

Pengaturan wasiatvajibah antara anan ainykat dengan orang tua angkat
dapat mencegah atau menghindari konflils _7ziau seéagkatara anak angkat
dengan keluarga orang tua angkat yar.= sekarusnyjadnahli waris dari orang
tua angkat tersebut. Demikian pula kz.urgkinaradéenya konflik antara orang
tua angkat yang masih hidup dengai . arak angkaeKdenempunyai pedoman
untuk menyelesaikan sendiri masa ah Kewarisan gaergka alami.

Penulis tertarik dengan pern=utian ini menginganyak permasalahan
yang timbul seputar pembagiari waiis terhadap angkad yang sampai sekarang
belum terdapat ketentuan ¢nacng-undang yang mengatuhal ini menjadi
permasalahan bagi setiap macyarakat yang ingin angkgt anak tetapi tidak
jadi karena menimbang pe:masalahan yang akan tidikerinudian hari. Hak-hak
yang seharusnya dipernien oleh anak angkat menjadik adil karena
ketidaktahuan masyarckat mengenai tata cara peambhgrta waris juga karena
kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai lamasarsebut. Didalam
Kompilasi Hukum “slain Pasal 209 ayat 1 menjeladbalnwa pembagian harta
waris kepada aran angkat adalah sebanyak-banyasegyertiga dari jumlah
keseluruhan harta warisan tersebut atau sesuaadewngsiat yang diberikan oleh
orang tua angkatnya.

Dalam hal ini Penulis mengambil contoh perkara RBdign Tinggi
Agama Nomor 04/Pdt. G/2009/PTA. PBR yang merupdkatuisan Banding dari
perkara di Pengadilan Agama Nomor 74/Pd. G/2007/BX. Dalam perkara ini
yang pihak-pihak yang terlibat adalah Bahriyadi Bimran dengan Jariah binti
Abbas.

Jariah binti.....,yang sebenarnya adalah Pelawagigat Asal memang
anak angkat dari almarhum Abbas dan almarhummain Rbhimad, sejak bayi
merah, mengasuh dan membesarkan serta meningdadiktan warisan beliau.
setahu Pelawan/Tergugat Asal beliaulah orang tdaw@e/Tergugat Asal dan
yang memberi nama Pelawan/Tergugat Asal Jariah Aistbas, yang menjadi



persengketaan dalam hal ini adalah tanah dan rumék Yang Cik binti
Muhammad Nur yang merupakan nenek angkat daahlamti Abbas dan nenek
buyut dari Bahriyadi bin Amran yang sebenarnya Baggt/Terlawan yang
dimana tanah dan rumah tersebut telah ditempédti ddeiah binti Abbas karena
sesuai pengakuannya tanah dan rumah tersebut d#latunkan kepadanya
setelah orang tuanya dan orang tua Bahriyadi binaArmeninggal. Tetapi dalam
hal ini Bahriyadi bin Amran tidak mengakui pernyataPelawan/Tergugat Asal
dan menganggap hal tersebut sebagai kebohongamrdengnunjukkan bukti-
bukti saat berperkara di Pengadilan Agama sehibggdasarkan putusan hakin di
Pengadilan Agama perkara ini dimenangkan oleh Batiribin Amran.

Karena merasa tidak terima oleh putusan Pengadi@ama, maka Jariah
binti Abbas mengajukan perkara ke Pengadilan tindeending dalam hal ini
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan menumubkikti - bukti demi
kelancaran proses beracara agar mendapatkan hakbggai anak angkat dari
almarhum Abbas dan almarhummah Putih Ahmad ~2utikti yang ditunjukkan
oleh Pelawan/Tergugat Asal menunjukan bahwa bargattapat kekeliruan
dalam proses pemeriksaan verstek, maka Putusam hpktama tidaklah dapat
dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pen¢ adn@giTAgama akan mengadili
sendiri dengan menyatakan Gugatan Pergyguyat/Terléidak dapat diterima.
Bahwa dengan demikian harus dinyataken perlawarg ydiajukan Pelawan
adalan tepat dan beralasan, jadi seoantis mutandi®elawan adalah Pelawan
yang benar dan patut dipertimbangk<.> oan bahwaapererstek dan Verzet
merupakan satu kesatuan yang tiaak Japat dipisaBkbagai satu perkara,
dengan demikian pendaftaran/non.or perkara atawalpaykara adalah satu yang
dibebankan kepada pihak yang cika:ziikan yaitu Reyeggrerlawan.

METOL:= PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan yang haralsuitian untuk mencapai
tujuan dengan menggun.wan alat-alat tertentu. $kdarpenelitian adalah suatu
usaha untuk menenuka’, mengembangkan dan mengbgn&ean suatu
pengetahuan, gejala at-u hipotese, usaha manaildilaldengan menggunakan
metode ilmiah.

1. Jenis Penelit.an

Jenis Penelitian yang akan penulis lakukan adalkahelgian hukum
normatif (egal research atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatandiy normatif yang
diteliti adalah bahan pustaka atau data sekundeqg terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukurertdséahan-bahan tersebut
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarilatu kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data
Dalam penelitian hukum normatis sumber datanyaahddhta sekunder. Data
sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan ndeBjétiga):
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yagggiRat.



Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primeliputi:

1) Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesagdnt Anak.

2) Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakiAganusia.

3) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertigan Anak.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentarigk$2maan
Pengangakatan Anak.

5) Peraturan Mentri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009 aeigt Persyaratan
Pengangkatan Anak.

6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ké&aapiHukum
Islam.

7) Al Qur'an dan Al Hadist.

8) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2009/PTA. Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang miaibgrenjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunderaliputi : jurnal,
literatur, buku, dan lain sebagainya yang bzrkadengan permasalahan
yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang -memberikannjplk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum prme. dan sekuB@ddran hukum
tersier berupa Kamus Besar Bahasa Inuoricsia.

. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuic penelitian hukum aafrmi digunakan
data sekunder, yaitu data atau informsi hasil lpahan dokumen penelitian
serupa yang pernah dilakukan seheiumnya, baharstedq@an seperti buku-
buku, literatur, koran, majalah, ;@rral maupun @aisip yang sesuai dengan
permasalahan yang akan dita!: i«

Penelitian kepustakaaiidelam rangka memperoleh slainder yaitu
bahan hukum primer micalnya Peraturan PenggantiabiptUndang serta
bahan hukum sekunder seperti buku—buku (literatfieknik pengumpulan
data dengan cara me:ataca, mencatat dan mempdaj@an—bahan hukum
yang berkaitan dengea: pembagian warisan bagi angkat berdasarkan
Kompilasi Hukum®siam.

. Sifat Penelitiar

Dalam g=tielitian hukum ini, sifat penelitiyang digunakan adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalglenelitian yang bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu chdivkeadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tiglakimbungan antara suatu
gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Darggrian tersebut dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah vyataditi ddengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan objek abgeksyang diteliti pada
saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak abagasmana adanya. Jadi
dari pengertian tersebut penulis berusaha untukkisilan keadaan dari suatu
objek yang dijadikan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh ganalm yang lengkap
dan jelas tentang Analisis Wasiat Wajibah Terhadapk Angkat menurut



Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KtampHukum Islam (Studi
Kasus Nomor 04/Pdt.G/2009/PTA. Pbr.).

Studi kasus menurut Robert K.Yin merupakan sebomtode yang
mengacu pada penelitian yang mempunyai unsow dan why pada
pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masakdalah kontemporer
(masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalamangontrol peritiswa
(kasus) yang ditelitinya. Studi kasus sendiri, nmahiRobert K.Yindibagi
kedalam tiga tipe yakni studi kasus eksplanateksploratoris dan deskriptif.
Ketiga tipe ini berdasarkan kepada jenis dan tuglanpertanyaan penelitian.

Lebih lanjut, K. Yin Menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan
peneliti untuk mempertahankan karakteristik hdlisian bermakna dari
peristiwa-peristiva kehidupan nyata seperti sirklk®hidupan nyata.
Penjelasan ini menjadi landasan bahwa studi kasemiliki karakteristik
penelitian kualitatif dimana adanya latar alami&@tudi kasus memiliki
perbedaan dengan strategi penelitian lainnya semetode historis ataupun
eksperimen.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara iienelaah gatey didapat dari
bahan hukum primer dan bahan hukur> s:kunder yashgkuaing dari hasil
wawancara dengan informan. Ha7il dari analisis keimudian ditarik
kesimpulan yang pada dasarnya m<.:1pckan jawabapetarasalahan yang di
angkat dari penelitian ini.

Analisis kualitatif adalah sudtu cara menganalsi@ berdasarkan konsep,
teori, tesis, peraturan perinuaig-undangan, paadangakar ataupun
pandangan sendiri. semenai 1 data yang dianalisgade menggunakan
persentase tabulasi masih'terg¢olong ke dalam andéskriptif kualitatif.

HASIL"dan PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Secara etirnoloyi wasiat mempunyai beberapa aiitu yaenjadikan,
menaruh kasih_saying, menyuruh dan menghubunglaaratsedengan sesuatu
lainnya. Pengertias, wasiat secara terminologi hukslam adalah pemberian
kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang, lsehingga ia berhak
memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pendn kepada orang lain
tersebut dapat berupa barang, piutang atau manitaigk dimiliki oleh orang yang
diberi wasiat setelah seseorang yang berwasiat mati

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lauk umengurusi
hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalagg. wasiat merupakan
tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan ditaksan setelah meninggalnya
orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang paemwasiat itu meninggal.
Menurut asal hukumnya wasiat adalah suatu perbugag dilakukan dengan
sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itamdsyari‘at Islam tidak ada
suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan garithakim.



Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f menyebnotkeasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orancatau lembaga yang akan
berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Aturanava®lam Kompilasi Hukum
Islam disebut dalam buku Il bidang Kewarisan dengahasan bab V tentang
wasiat yaitu dari Pasal 194 sampai dengan PasalP2@@l-pasal tersebut memuat
tentang aturan hukum wasiat secara lengkap dadnrglan syarat wasiat, batas
maksimal dan berlakunya wasiat karena kematianraAtaturan tersebut pada
umumnya bersifat lazim sebagaimana yang ada did&ildm (hukum Islam)
klasik sebagai peninggalan para yuris Islam yarmigakan berhaluan madzhab
Imam Syafi'i. Hanya bagian terakhir yaitu Pasal 200muat tentang wasiat
wajibahterhadap orang tua angkat dan anak angkat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiatvajibah adalan tindakan yang dilakukan oleh penguasahetiim
sebagai aparat negara untuk memaksa, atau mcmhesap wajib wasiat bagi
orang yang telah meninggal, yang diberikan kena@aag tertentu dan dalam
keadaan tertentu. Istilah wasiatajibah dipercunakan pertama kali di Mesir
melalui Undang-Undang Hukum Waris 1255 uituk meklegia keadilan dan
membantu cucu yang tidak memperoleh hax warismglairMesir, diberlakukan
pula di negara-negara yang mayoritas:‘mus'im sepertisia, Yordania, Syiria,
dan termasuk Indonesia. Di Inde:i=sie, istilah wasnajibah sebelum
diberlakukannya Kompilasi Hukum Is.am sering beliamamah dalam khazanah
kajian hukum Islam di Indonesial/ Terlebih dalam pertakuan istilah wasiat
wajibah dikombinasikan dengan & nai=angkat.

Wasiat wajibah merupakar: produk ijtihad ulama di Indonesia yang
substansinya meniru pendavat .ulama di Timur Tengaig memberlakukan
wasiat wajibah Hanya berbedz dalam objek wasiat wajibah. Di theda
ditujukan untuk anak angkat sadangkan di dunianislgujukan untuk para cucu
pancar perempuan.

Kompilasi Hukum i1slam menentukan kewajiban oramg &ngkat untuk
memberikan wasiawvclivah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak
angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibgbaggung jawab untuk
mengurus segala xcoutuhannya. Kendati secarandailil tidak ditemukan secara
eksplisit, tetapi hai\tu dapat dikaitkan dengamén Allah, antara lain dalam Al-
Qur an surat Al-Maidah ayat 106 dan surat az-Zagayat 19:

Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kammenghadapi
kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka heabakVasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau duamy yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka ibla kamu ditimpa
bahaya kematian.....

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orangkimiyang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dasar hukum penentuan washjibah adalah kompromi dari pendapat-
pendapat para ulama sebagai berikut:



a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kengdnag tidak dapat
menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapdidigan tabiin besar
ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Mlssayab, Hasan Al-
Basry, Tawus Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm

b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kekeddat-kerabat
yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsatsasgjibah, bila si
mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapahzab Ibn Hazm
yang dinukil dari fugaha tabiin dan pendapat Ahmad.

c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menpusaka kepada
cucu-cucu dan pembatasan penerimaan 1/3 peninggat#adah
didasarkan pendapat Ibn Hazm dan kaidah syari ah:

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang nraatéan
perkara yang diperbolehkan (mubah), karena ia bedagpat bahwa hal
itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila pengu&saenmtahkan
demikian, wajib ditaati”

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mengenai #nak Angkat

Anak angkat adalah anak yang hcknya dialihkan diagkungan
kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lair: partgnggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak téyskddalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasaren putugarpahetapan pengadilan.

Pasal 171 huruf h Kompilas® Hukum Islam menyatakamwa Anak
angkat adalah anak yang dalam p2mietinaraan untidphya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralil tar ggung jawablagieorang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan puuisan PengaBgadangkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2022, tentang PerlindungaakAdalam ketentuan
umum pasal 1 angka (9) merabelikan definisi tentarak angkat sebagai berikut:

Anak angkat adalch ‘anak yang haknya dialihkan deangkungan
kekuasaan keluarga orang wa, wali yang sah, atang lain yang bertanggung
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkaak aersebut, kedalam
lingkungan keluarga crang tua angkatnya berdasarkatusan atau penetapan
Pengadilan.

Anak angka. mendapat kedudukan istimewa di Indané&sdudukannya
dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu §&|smhingga apabila orang
tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadivednlis satu-satunya, atau
paling tidak dapat meiahjubkan saudara-saudara kandung pewaris. Hal ini
dapat dilihat dalam yurisprudensi pengadilan negkm Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengukuhan anak angkat betdasdrukum Islam secara
akademis telah dikomentari oleh para pakar hukulamisdi Indonesia dan
membatasinya dengan “anak” sebatas pemeliharaanlidiean, pengayoman,
dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh menkopéda atau
mendudukkannya seperti anak sendiri.



KESIMPULAN

Di dalam peraturan perundang-undangamang tidak ada mengatur
mengenai pembagian warisan untuk anak angkat. Gdmtena itu, agar
terjaminnya masa depan anak angkat dan juga agmntéhinya rasa keadilan
maka para pakar ilmu figih Islam melakukan pembadraterhadap hukum Islam
yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam mermgdrarta warisan bagi
anak angkat. Hal ini tercantum didalam Pasal 20& &) Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi bahwa terhadap anak angkat jidag§ menerima wasiat
diberi wasiatwajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan oraag tu
angkatnya. Pembaharuan yang dilakukan oleh pararpak yaitu mengenai
wasiat wajibah Bagi anak angkat yang ditinggal mati oleh orawmgnya
sementara orang tua tersebut tidak meninggalkamiMaspadanya, maka anak
angkat tersebut berhak mendapat bagian dari hatsam sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta untuk menjamin masa depan anak ar=iszbut.

Tetapi dari kasus yang penulis teliti, terd-nackaghan yang dilakukan
oleh hakim di Pengadilan Pertama sehingge. anak aangéing berperkara
didalamnya merasa tidak mendapatkan hakiiye. sehiaggk angkat tersebut
menuntut ke Pengadilan Tingkat Banding.-haoliin Pditga Tingkat Banding
kemudian memutuskan untuk memberikan bacian data kearisan kepada anak
angkat tersebut sesuai dengan peratu:an yangigedtdhlam Kompilasi Hukum
Islam.

DAFTAR P JSTAKA
A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996 Er.zilsopedi Hukum IslamPT Ikhtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta.

Ahmad Rofigq, 2000HukuiaiZiam di Indonesjd&aja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Syamsu Alam, Z9vug,iukum Pengangkatan Anak Perspektif IsldPena
Media, Jakarte.

Amirudin dan Zairial A3sikin, 2004Pengantar Metode Penelitian HukuriRaja
Grafindo F =2 ada, Jakarta.

Atho Mudhar Antaic: Tradisi dan LiberasiTitian Ilahi Press, Yogyakarta.

Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.

Fahmi Al Amruzi, 2012Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum
Islam Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Fatchur Rahman, 197Bmu Waris Bulan Bintang, Jakarta: 1979

Margono, 2003Metode Penelitian PendidikaRineka Cipta, Jakarta.

Musthofa Sy, 2011, "Arah Baru Pengangkatan Anaklndionesia,”, Jurnal
Mimbar Hukum dan Peradiladakarta.

Sutrisno hadiMetodologi ResearghAndi Offset, Yogyakarta: 1989, Hal. 4.

B. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KtampHukum Islam.



Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 20€&tang Perlindungan
UndangrLlJar1kdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterdiéi&an Nasional.
C.Kamus

Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesiaj Batdaka, Jakarta.

D. Website

http://nouvendi.wordpress.com (terakhir kali dikumgi tanggal 4 Juli 2012 Pukul
24.05)

http://naniksariyani.blogspot.com (terakhrir kdikunjungi tanggal 19 Juli 2012
Pukul 09.34)

10



